Bupati Garat
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR aﬂa’rmmzm?

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Menimbang : a.

Mangingat :1.

FADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

bahwa untuk mendanai dan menanggulangi kegiatan yang bersifat tidak bissa
glau tidek diherapken berulang seperti penanggulangan bencana alam dm

bmﬂm sosial yang lidak diperkirakan sebelumnys. temmasuk

kslabihan panermaan dasrah tahun-tahun sebalumnya yvang telah ditulup, p-u

adanya alokasl anggaran balanja tidak terduga;

bahwa dalam rangka mewujudkan fransparansi dan akuniabilitas panggunaan

dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serda sesuai dengan ketenfuan

Pazal 134 Peratwan Menterd Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2008 lentang

Pedoman Pengelctaan Keuangan Daerah, maka dasar penggunaan dan

pertanggungjewaban belanja tidak terduga periu distur dengan Peraturan Bupati,

bahwa berdasarken perlimbangan sebageimana dimaksud pada huruf 8 dan b di
atas, parlu ditetapkan dengan Paraturan Bupati.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Deerah-daerah
Kabupatan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Megara Tahun 1550);
Undang-Undang Momor 28 Tahun 1988 fentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme {Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 1999 Momor 75, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonasss Momar 3861);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negare Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan MNegara
(Lembaran MNegara Republic Indonesia Tahun 2004 MNomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pangelolaan dan

Tanggung jawab Ketangan Negara {(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Magara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republk Indonesia Momor 4427) sebageimana felah divbah dengan
Undang-Undang Momor &8 Tahun 2005 tentang Penatapan Peraluran Pemerntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tantang Parubahan Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah menjadi Undang-
Undang (Lembaran MNegara Republik Indonegia Taehun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lambaran Republik Indonezia Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pamarintah Pusal dan Pemerintah Dasrah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 128, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4438),

& Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintak
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dreerah CHonom (Lembaran Megara Repubiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 3852);

9, Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahwn 2005 fantang Pengalolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Persturan Pemerniniah MNomor 24 Tahen 2005 tenlang Standar Akurntans
Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4503);

11.Paraturan Pamerintah Momor 55 Tahun 2005 lertang Dana Parmbangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahunm 2005 Momor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);

12. Peraturan Pemernintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 MNomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pangawasan Fenyalenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik
Indoresia Tahwn 2005 MNomor 185, Tambahan Lambaran MNegara Rapublik
Indonesia Nomor 4583);

14, Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangan Daerah;

15. Keputusan Menleri Dalam Megeri Momor 131 Tahun 2003 lentang Pedoman
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Deerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ganut Momor 5§ Tahun 2002 tentang Kewenangan
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

17.Peraturan Daerah Kabupalen Garul Momor 7 Tahun 2004 tentang tentang
Parmbantukan Organisasi Sekratariat Dasrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

18. Peraturan Dasrah Kabupaten Ganut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomar 24);

19, Peraturan Dasrah Kabupaten Garut Momor 9 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Momor 10 Tahun 20068 lentang Pembentukan
Struktur Organisas Badan Pengelola Keuangan Dasrah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTAMG TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB |
HKETENTUAN UMLIM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatli ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Deerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur panyelenggara
pemerntahan daerah,

3. Bupati adalah Bupati Garnut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretariz Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Ganut,

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya digingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah salaku pengguna anggaran/barang.

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat BPKD
Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pangelolaan keuangan daerah.

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daersh Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat
Kepala BFKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerntahan daerah yang dapat dinilai dengan uwang termasuk di dalamnya segala benfuk
kekayaan yang barhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disefujui bersama oleh Pemeriniah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih,

12 Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yvang bernisi salu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur Sasuai dengan misi SKPD.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh setu atau kebih unit kerfa pada
SKPD sebagai bagian dar pencapaian sasaran lerukur pada suatu program dan terdin dan
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber dava
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknclogi, dana, atau kombinasi dan beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebul sebagal masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output} dalam bentuk barang/jasa.

14.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja daerah untuk kegiatan
yang sifainya thdak biasa atau tdak dibarapkan berulang, termasuk pemgembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

15.Bencana adalah peristiwa atau rangkaan peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam,
ulah/parbuatan manusia, dan p-anjrﬂhah I.launn:.uan1 yang dapa.l mengakibatkan korban dan
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18. Keadaan darurat adalah keadaan yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan,

17. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
adalah pangembalian atas semua penermaan daerah yang harus diselor melslui Kas Umum
Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP ANGGARAMN BELANJA TIDAK TERDUGA,

Fasal 2

(1) BTT termasuk kelompok belanja tidak langsung yang merupakan belanja uniuk kegiatan yang
sifatnya lidak biasa stau tidak diharapkan berulang seperll uniuk mendanas tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelabihan penenmaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dianggarkan pada belanja
BPKD Kabupaten Garut

Pasal 3

{1} Kegistan yang bersifat tidak biasa untuk mendansi tanggap danwrat sebagaimana dimaksud
dalam Pagzal 2 ayal (1) yailu dalam rangka pencegahan gangguan ferhadap stabiltas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakal di daerah.

{2} Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayal (1), sekurang-kurangnya harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegatan normal den akitvitas Pemernintah Deerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan lerjadi secara berulang;
¢. berada di luar kendali dan pangaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka kegiatan langgap danurat
guna pemulihan yang disebabkan oleh keadaan danural

Pasal 4
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digodongkan menjadi |
a. Bencana akibat perang;
b. Bencana alam, terdiri dari :
letusan gunung barapi;
gempa bumi;
banjir lahar;
banjir lava,
banjir gir;
angin topan;
gelombang pasangitsunami;
tanah longsor
. kebakaramn;
10, bencana kekeringan,
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12. bancana hama tanaman;
13. bencana wabah penyakit.
c. Bencana akibat ulah manusia, lerdin dan ;
pembakaran hutan, lahan, ingtelasi dan fasilites lain yang berdampak luas;
ledakan instalasi pabrikiobyek vital,
pencemaran ingkungan;
kecalakaan yang manalan banyak korban,
konflikkerusuhan sosial (SARA),
aksi teror dan sabotase,

L

Pasal 6

(1) Pangambalian atas kelsbihan penerimaan daerah tahun-tahun sebslumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasgal 2 ayat (1) dilakukan dengan membebankan pada pendapatan daerah
untuk pengembalian pendapalan vang terjadi dalam lahun vang sama.

(2) Uniuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada BTT.

(3) Pengembalian atas kelebihan penenmasan deerah tahun-tahun sebelumnya yang ielah ditutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang
lengkap dan sah,

ASAS UMUM PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pazal &

(1) Anggaran BTT sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola secara fertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efekiif, efisien, transparan, dan bertanggung jewab dengan
memperhatikan asas kepatutan dan manfaal unluk masyarakal,

(2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa anggaran BTT dikelola secara tepat
wakiu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat

{3) Taat pada peraturan parundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa penggunaan anggaran BTT harus berpedoman pada peraturan parundang-undangan,

(4) Efektif sabagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa paenggunaan anggaran BTT harus
mencapai target yang telah diletapkan, yailu dengan cara membandingkan keluaran dengan
haasl.

(5) Efisien sebagamana dimaksud pada ayal (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksemum
dengan anggaran BTT yang tersedia.

(5) Trensparan sebagaimana dimaksud pade ayal (1) merupakan prinsip keterbukaan dalam
penggunaan anggaran BTT.

(7) Bartanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewsajiban
sese0rang untuk memperianggungjawabkan penggunaan dan pengendalian anggaran BTT
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapalan tujuan yang telah ditetapkan.

(&) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan anggaran BTT
harus dilakukan sacara wajar dan proporsional, berdesarkan pertimbangan yang obyektif.

(3) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) adalah bahwa pengoguEEn



BAB IV
DASAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal T

(1) Alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipergunakan
sepenuhnya uniuk mendanai pananggulangan kegatan darurat atau bencana yang mamenuhi
kriferia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

(2) Penggunaan alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan
untuk mendanai biaya operasional, biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya lainnya di |uar
kataniuan paraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BTT.

Pasal &
(1) Panggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebutuhan
yang dissulkan dan SKPD pengajuberkenaan setelah mempertimbangkan asas umum

penggunaan dana BTT sera menghindar adanya tumpang tindih pendanaan terhadap
kegiatan-kegiatan vang telah didanai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(2) Usulan parmohonan panggunaan anggaran BTT sabagaimana dimakswd pada ayat (1)
ditujukan kepada Bupati, disertai dengan bukli-bukti pandukung yang sah.

{3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. surat Kepala SKPD perihal permohonan penggunaan anggaran BTT, berdasarkan laporan
dari Camat dan Kepala Desa tempal terjadinya keadaan darurat atau bencana;

b. kajian feknis berkenaan dengan terjadinya keadaan darurat atau bencana dan SKPD
pengaju dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Garut, yang diketahui oleh Asisten
Sekretaris Daerah || Kabupaten Garut;

¢. rinci@an anggaran BTT yang disesuaikan dengan standar harga saliean barang dan jasa
Pemerintah Daerah;

d. surat pemyataan Bupati mengenai tarjadinya keadaan darurat atau bencana;
& parsyaratan teknis lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bardasarkan bukfi-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menindaklanjufi
permohonan penggunaan anggaran BTT.

(5) Tindak lanjut permohonan penggunaan anggaran BTT dan Bupali diteruskan kepada Sekretars
Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKD untuk proses lebah lanjut.

Pasal 9

(1) Proses labsh lanjut dari parmohonan penggunaan anggaran BTT pada APBD Kabupaten Garut
sebagaimana dimaksud delam Pasal & ayat (5) ditelapkan dengan Kepulusan Bupali, sebagai
dasar penggunaan anggaran BTT.

(2) Kepulusan Bupabl sebagaimana dimaksud pada avat (1), diproses setelah ferbitnya surat
permohonan penarbitan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Permohonan penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
dikeluarkan oleh Kapala BPKD.

(2) Kepala BPKD dalam menerbitkan surat permohonan penerbitan Keputusan Bupati, harus
malamniresn marauvaraiam aobasnad Haeibe et o



b. disposisi Sekretars Daerah;

c. surat Kepala SKPD perihal permohonan panggunaan anggaran BTT, berdasarkan laporan
dari Camat dan Kepala Desa lempal terjadinya keadaan darurat atau bencana;

d. kajian teknis mengenai terjadinya keadaan darurat atau bencana dari SKPD dan Bagian
Pembangunan Setda Kabupaten Garut, yang diketahui oleh Asisten Sekretaris Daerah Il
Kabupaten Gant;

. rncian Anggaran BTT yang disesuaikan dengan siandar harga satuan barang dan jasa
Pemerintah Daerah;

f. zurat pernyaiaan Bupati mengenai ledadinya keadaan darurat atau bancana;

g. persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara khusus.

{3) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (1) dapal diproses,
setelah seluruh kelengkapan adminisirasi dar permohonan penggunaan anggaran BTT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi,

BAB VW
PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Fasal 11

Pencairan anggaran BTT merupakan kewenangan dari BPFKD Kabupaten Garut selaku Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan mekanisme pencairan anggaran
sesuai dengan kelentuan peraturan perundangan-undangan, setelah ditelapkannya Kepulusan
Bupati.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

(1) Kepala SKPD pengguna anggaran BTT beranggung jewab atas penggunaan anggaran BTT
dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupali paling lambat
tanggal 10 butan bankutnya.

(2]} Mekanisme dan bentuk pertanggungiawaban realisasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi sistem akuntansi kevangan daerah dan peraluran parundang-
undangan yang berlaku di bidang keuangan.

Pasal 13

Keputusan Bupati berkenaan dengan penggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Ganut paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 14



Pasal 15

Halhal yang belum cukup distur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan ditatapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BFKD.

Pasal 16
Peraturan Bupali ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ganit.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal E—ﬁ-ﬂﬁﬂ?
BUPATI GARUT,

H. .HE[E SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

[a] H
PEMBINA UTAMA MADYA
MIP. 480 065 874

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR
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